Kajian Terhadap Tenggang Pemanggilan Perceraian Ghaib Pada Era Digital

(Salah Satu Upaya Mengatasi Hambatan System Hukum)
Oleh : Drs. Suyadi, M.H. dan Dr. Drs. Siddiki, M.H.2

A. Pendahuluan

Rasanya sudah maklum, bahwa kini bukan zaman kolonialisme, bukan juga zaman
Orde Baru lagi, dan bukan zaman kuno lagi, namun kini zaman sudah serba modern. Suatu
zaman yang kita kenal zaman digitalisme, atau zaman online, atau zaman teknologi.
Memang kalau kita menoleh pada saat Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 lahir,
sarana dan prasarana masih serba ketinggalan. Pada masa itu, infrastruktur sepertijalan-
jalan baik di kota maupun di desa masih memprihatinkan. Masyarakat masih jarang yang
mempunyai sepeda motor, apalagi mobil, jarang yang mempunyai Televisi (TV), belum
ada Handphone (HP), belum mengenal internet dan lain-lainnya. Maka dari itu dunia
peradilan, tidak boleh ketinggalan zaman, tentu harus selalu mengikuti perkembangan

Zaman.

Dengan maksud turut serta mengatasi hambatan system hukum yang terasa
kurang memadai, menyalurkan aspirasi masyarakat pencari keadilan, dan memawakili
keluhan sebagian aparat peradilan. Bahwa banyak kasus perceraian yang pihak
Tergugat/Termohon ghaib (tidak jelas alamatnya), setelah Penggugat/Pemohon, diberi
penjelasan: “Bahwa jadwal sidang selanjutnya adalah 4 bulan lagi”. Tidak semua
menerima dengan baik, justeru mereka mayoritas mengeluh, kenapa lama sekali, padahal
yang bersangkutan telah menanti cukup lama dan tiada kabar beritanya serta tidak jelas
alamatnya, masih harus menanti jadwal sidang lama pula. Kenapa tidak seperti perkara
pada umumnya. Bukankah, kini era sudah serba berubah, sudah tidak zaman kuno lagi,
kemajuan teknologi sudah luar biasa, namun system hukum belum berubah. Kadangkala
kasus perceraian yang ghaibnya dalam proses persidangan, yakni setelah tergugat
dipanggil oleh Juru Sita Pengganti, ternyata pihaknya sudah pergi lama dan tidak jelas
alamatnya, serta aparat desa setempat tidak mengenalnya. Kasus pemanggilan yang

seperti itu teman-teman di daerah menyebutnya ghaib bi-relas (setelah dipanggil sesuai
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alamat dalam gugatan, tidak diketahui, tidak jelas) . Mengenai hal itu majelis hakim di
ruang sidang dalam rangka memberi penjelasan dan pemahaman tentang pemanggilan
secara gaib tersebut, yakni dengan menunda sidang 4 bulan lagi diumumkan 2 kali lewat
mass media atau perkaranya dicabut dulu dicari alamat yang baru dan sebagainya. Setelah
dijelaskan seperti tersebut, hakim juga sering didebat di ruang sidang oleh si Pengaju
sebagaimana terurai di atas, dan kadangkala sempat saling adu argumen vyang

melelahkan.

Bahwasannya, sebelum musim pandemi covid 19 muncul di nagara kita, hampir
setiap minggu bapak Dirjen Badilag, mengumumkan rangking penilaian penyelesaian
perkara secara nasional berdasarkan proses persidangan dan limit penyelesaian perkara.
Dengan menggunakan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), sehingga bagi
Pengadilan Agama yang banyak pekara ghaibnya agak sulit untuk mendapatkan nilai
terbaiknya. Sebagaimana kebijakan bapak Dirjen Badilag, yang tertuang pada Surat Dirjen
No. 137/DJA/HM.02.3/1/2019, tanggal 10 Januari 2019, pada pokoknya untuk perkara
perceraian, jika putus dalam limit 1 bulan nilainya 5 (lima), jika putus dalam limit 2 bulan
nilainya 3 (tiga), jika putus dalam limit 3 bulan nilainya 2 (dua), jika putus dalam limit 4
bulan nilainya 1 (satu), jika putus dalam limit 5 bulan lebih nilainya adalah 0 (nol).3 Dengan
demikian perkara perceraian yang pihaknya ghaib, rata-rata mendapatkan poin kurang

baik, karena durasi pemeriksaan dan putusnya melebehi 4 (empat) bulan.
Dari uraian-uraian tersebut muncul rumusan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakah teknis pemanggilan perkara perceraian yang pihaknya

ghaib yang relevan pada era digital seperti saat ini?

2. Bagaimana cara merubah system hukum pemanggilan perceraian yang

pihaknya gaib?
B. Pembahasan

Pada umumnya, dasar hukum teknis pemanggilan terhadap pihak perkara, yang

dipedomani oleh aparat peradilan antaralain Pasal 122, 385, 388, 390 HIR, 718 RBg. dan
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Pasal 1868 BW. Perma Nomor 3 tahun 2018 tentang E-court, Perma Nomor 1 Tahun 2019
tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan masih
ada di peraturan yang lainya. Sedangkan khusus perkara perceraian untuk pihak yang
alamat tidak jelas (ghaib), bagi aparat Pengadilan Agama biasanya hanya berpedoman
kepada Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 139 KHI (Kompilasi Hukum

Islam) dan Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

Menurut pasal 20 ayat (2) PP. No. 9/75 : “Dalam hal tempat kediaman Tergugat
tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan
perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat”. Sedangkan Pasal
27 ayat (1) “Apabila Tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut pasal 20 ayat (2)
panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di
Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass
media lain yang ditetapkan oleh pengadilan. Ayat ke (2), pengumuman seperti ayat (1)
tersebut dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara
pengumuman pertama dan kedua. Ayat (3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir
sebagai yang dimaksud ayat 2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3
(tiga) bulan. Dan ayat ke (4) dalam hal sudah dilakukan sebagaimana maksud ayat (2) dan
tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat,

kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Perkembangan teknologi informasi sudah luar biasa pesatnya, dunia yang begitu
luas seakan dalam genggaman kita. Kini hampir tiap orang memiliki HP (Handphone) yang
dapat mengakses berbagai hal. Hampir setiap rumah sudah memiliki TV bahkan sudah
banyak yang memiliki komputer beserta jaringan internetnya. Akses jalan-jalan antar
desa sudah relative bagus dan enak dilewati, begitu pula akses transportasi darat, laut dan
udara sudah relatif lancar. Pada zaman dulu, jika ingin komunikasi dengan pihak lain atau
kerabatnya perlu waktu yang cukup lama. Bagi yang tidak punya fasilitas telepon,
berkomunikasinya rata-rata melalui surat melalui jasa kantor Pos, hal ini bisa berminggu-
minggu atau berbulan-bulan baru sampai tujuan. Sedangkan masa kini dengan kemajuan
teknologi informasi (bisa dengan vidio call whatsapp, e-mail, facebook, dan lain-lain),

hanya hitungan detik sudah sampai ke tujuan.



Kenyataannya, tidak sedikit kasus perceraian yang ghaib, setelah didaftar dan
dijadwalkan sidang dengan tenggang 4 bulan, reaksi pihak berperkara beraneka ragam
pada pokoknya: ada yang menerimanya, dan ada pula yang tidak menerimanya. Ada pula
kejadian kasus setelah tahu dari pengumuman seperti tersebut, kedua belah pihak, justru
hadir lagi ke Pengadilan meminta dipercepat jadwal sidangnya, ada pula yang marah-
marah karena terlalu lamanya antara jarak daftar dengan persidangan dan masih ada
reaksi lainnya. Tentu sebagai aparat peradilan tidak boleh larut dalam kemarahan

mereka, tetap memberi penjelasan dan melayaninya dengan sebaik-baiknya.
Ketentuan Tenggang Pemanggilan

Ada perbedaan tenggang (tenggat) pemanggilan ghaib antara sumber hukum satu

dengan yang lainnya lain sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 20 ayat (2), 27 ayat (1) PP. No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 139
KHI dan Buku Il Pedoman Pelakssanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
Agama Tahun 2013 halaman 28 adalah : pemanggilan diumumkan dua
kali, tenggat pengumuman pertama dengan kedua selama 1 (satu) bulan.
Tenggat antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan
sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan, jadi total tengganggnya 4 (empat)
bulan dengan sidang pertama.* Pendapat yang sama sebagaimana
diuraikan oleh Bapak Profesor H. Abdul Manan, dalam Buku Penerapan
Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, halaman 87 hingga

88.°

2. Menurut Pasal 390 HIR ayat (3) disebutkan: “Tentang orang yang tidak diketahui
tempat diam atau tempat tinggalnya dan tentang orang yang tidak dikenal, maka
surat juru sita itu disampaikan kepada bupati, yang dalam daerahnya terletak

tempat tinggal orang yang mendakwa, dan dalam perkara pidana, yang dalam

* Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Buku Il, th. 2013,

hal.28
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daerahnya berkedudukan hakim yang berhak. Bupati itu memaklumkan surat
juru sita itu dengan menempelkannya pada pintu utama di tempat persidangan
hakim yang berhak itu. (R.Bg. Pasal 718.)”. Jadi menurut ketentuan pasal ini tidak
menyebut berapa lama tenggangnya antara pemanggilan dan persidangan,
ketentuan ini oleh warga Pengadilan Agama Diterapkan Terhadap Perkara Harta
Benda. Biasanya tenggangnya 1 (bulan) ditempel di Pengumuman Pemda/wali

kota.

3. Menurut Pasal 10 RV (Reglemen Acara Perdata), yang dikenal juga Reglement
op de Rechtsvordering, disebutkan : Jangka waktu biasa memberitahukan
gugatan ke hadapan raad van justitie (zaman Belanda namanya Dewan
Kehakiman) dan HGH (Het Hooggerechtshof / Pengadilan Tingkat Banding)

adalah sebagai berikut:

> Sedikitnya delapan hari bagi tergugat yang bertempat tinggal atau jika
tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia, bertempat kediaman
nyata di karesidenan tempat persidangan raad van justitie yang akan

mengadili perkara itu.

> Sedikitnya empat belas hari bagi tergugat yang bertempat tinggal atau
seperti ditentukan di atas, berdiam secara nyata di sebuah karesidenan
di Jawa dan Madura lain daripada yang disebut dalam no. 1) yang lalu,

tetapi masih di dalam wilayah hukum raad van justitie yang sama.

> dan sedikitnya dua puluh hari bagi tergugat yang bertempat tinggal atau
seperti ditentukan di atas, berdiam secara nyata di suatu karesidenan
lain di Jawa, lain dari apa yang disebut dalam no. 2) dan juga tidak di

dalam wilayah hukum raad van justitie yang sama.

4. Adapun menurut Pasal 122 HIR berbunyi: “Dalam menentukan hari persidangan, ketua
hendaklah mengingat jauhnya tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak
dari tempat pengadilan negeri bersidang, dan waktu antara hari pemanggilan kedua
belah pihak dan hari persidangan lamanya tidak boleh kurang dari tiga hari kerja,
kecuali jika perkara itu perlu benar lekas diperiksa dan hal itu disebutkan dalam surat

perintah itu.”



Dengan demikian, dari ketentuan HIR dan R.Bg secara eksplisit (nyata) tidak
menyebut berapa hari atau minggu atau bulan, namun hakim diberi kewenangan
untuk memikirkan tenggang yang tepat. Pada intinya, bahwa hakim dipersilahkan
untuk menilai berapa lama tenggang pemanggilan yang tepat, antara pemanggilan
dengan jarak persidangannya. Sedangkan dalam Pasal 10 RV. ada pilihan tenggang
yaitu sedikitnya antara 8 hari atau 14 hari atau 20 hari tenggang antara pemanggilan

dan persidangan.

Kita tidak tahu persis, apa yang melatar belakangi muncul frasa tenggang 4
(empat) bulan antara pemanggilan dengan persidangan pertama, kenapa tidak
berbunyi 1 (satu) bulan atau dua (dua) bulan pada Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975
tersebut. Memang, apabila kita setback padatahunitu, bahwa PP. tersebut lahir pada
masa Orde Baru, disahkan pada tanggal 1 April 1975 oleh bapak Presiden Soeharto
dan menteri Sekretaris Negara dijabat oleh bapak Sudharmono, SH. Kemungkinan
oleh sebab pada waktu itu, sarana dan prasarana umumnya antara lain: komunikasi
langsung (manual), melalui surat post, Radio, surat kabar dan majalah masih sangat
jarang dan pemilik TV dalam satu kecamatan hanya ada satu atau dua orang . Kondisi
jalan-jalan antar desa belum di aspal seperti sekarang, Listrik belum merata, HP dan
internet belum ada. Sehingga sangat relevan peraturan itu di berlaku pada saat itu.
Di samping itu, pengaruh kekuasaan eksekutif pada era itu sangat tinggi, meskipun
struktur kelembagaannya sejajar antara kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudisial.
Lagi pula keberadaan Lembaga Yudisial (MA), sebelum bulan Maret 2004, Administrasi
dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan
Peradilan Agama, masih di bawah kekuasaan eksekutif. Lalu Administrasi dan Finansial
baru beralih di bawah naungan MA mulai 31 Maret 2004 ©, sehingga wajar jika

kemandirian badan peradilan terasa agak terganggu juga.

Apabila mencermati perkembangan beberapa peraturan perundang-undangan,
sudah banyak yang mengalami revisi (perubahan), hanya UU No. 1 Tahun 1974 yang

belum pernah mengalami perubahan yang signifikan, hanya Pasal 7 yang baru direvisi

® Kemenkumham.go.id/profil/sejarah 21/03/2021
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dengan UU No. 16 Tahun 2019, yakni mengenai usia pernikahan tidak ada perbedaan
antara pria dan wanita sehingga sama-sama 19 tahun yang diijinkan untuk menikah.
Semestinya masalah panggilan perceraian yang ghaib itu perlu diatur lagi dengan

perubahan UU Perkawinan berikutnya.

Kalau kita perhatikan, menurut Pasal 54 UU. Nomor 7 Tahun 1989, berbunyi:
“Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama
adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan
Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini”.
Ternyata dalam UU. Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU. Nomor 7 Tahun
1989, UU. Nomor 3 tahun 2006, UU. Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama.
Bahwa keempat UU tersebut sebagai “Lex Specialis Deregot Legi Generalis” bagi
Peradilan Agama tidak mengatur secara eksplisit mengenai tata cara pemanggilan
perceraian yang pihaknya gaib. Sedangkan mekanisme pemanggilan gaib tersebut
diatur dalam PP Nomor 9 tahun 1975, yang hierarkis-nya (tata urutan) di bawah UU.
Dengan demikian, menurut hemat penulis, apabila aparat peradilan dalam teknis
pemanggilan pihak yang ghaib, berpedoman kepada aturan hukum yang hierarkinya

di atas PP, tentunya tidak boleh disalahkannya.

Semestinya jika pembuat PP tersebut merujuk kepada HIR, R.Bg dan RV. tentu tidak
jauh beda tenggangnya, padahal PP itu lahirnya setelah HIR, RBg dan RV. Apabila
dirangking, bahwa PP tentu hierarkis-nya di bawah HIR, R.Bg dan RV karena ketiganya
setara dengan UU. Sebagaimana ketentuan dalam UU Darurat, dan UUD 1945 aturan
Peralihan, yang pada pokoknya peraturan perundang-undangan lama tetap berlaku
sebelum ada undang-undang yang baru. Begitu juga apabila kita berpathokan
terhadap azas “Lex Superiori derogat Legi Inferiori”.” Bahwa Peraturan yang lebih
tinggi derajatnya mengalahkan peraturan yang lebih rendah, sehingga hakim dapat
menyimpangi terhadap ketentuan tenggang 4 bulan pada PP tersebut. Dengan
demikian crew pengadilan (majelis hakim) dapat berpedoman dengan Pasal 718 R.Bg,

Pasal 10 Rv dan Pasal 122 HIR, karena derajat HIR dan R.Bg lebih tinggi jika dibanding

" https://ditjenp.kemenkumham.go.id/, tanggal akses 13/11/2020
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dengan Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga pemanggilan perceraian terhadap
pihak yang ghaib, tidak harus bertenggang 4 (empat) bulan, maka tenggangnya dapat
4 bulan/3 bulan/2 bulan/ 1 bulan saja, atau berapa hari yang sekiranya rasional

menurut majelis hakim.

Sebagaimana telah kita maklumi, bahwa MA diberi kewenangan untuk menguji
PP (Peraturan Pemerintah), jika ada PP tersebut bertentangan dengan UU, sehingga
PP yang sudah ada dapat dinyatakan tidak sah (dibatalkan), karena PP hirarkinya di
bawah UU. Terkait kewenangan MA bisa lihat pada ketentuan dalam UUD 1945 Pasal
24 A (1) dan UU. No. 4 tahun 2004 Pasal 11 ayat 2 b. yang berbunyi : “Mahkamah
Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah
Undang-Undang terhadap Undang-Undang”. Demikian juga sekedar untuk diingat,
menurut Ketetapan MPR RI No. llI/MPR/2000 pasal 2, mengenai tata urutan peraturan
perundangan Indonesia, sebagai berikut : 1. UUD 1945; 2. Ketetapan MPR RI; 3. UU;
4. Perpu; 5; PP; 6. Kepres; 7. Perda.Sedangkan menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hierarkis-nya
yaitu: 1. UUD 1945; 2. Ketetapan MPR Rl; 3. UU/ Perpu; 4; PP; 5. Peraturan Daerah

Provinsi. 7. Perda Kabupaten/Kota.®

Bahwa telah ada ketentuan pada Pasal 18 UU No 48 Tahun 2009 ayat (2), bahwa
Mahkamah Agung berwenang: a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan
yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan
peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang
menentukan lain; b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang terhadap undang-undang; dan c. kewenangan lainnya yang diberikan undang-
undang. (3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan
sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud. Bahwa dijelaskan lagi dalam Pasal
4 UU. No. 48 Tahun 2009 (1), bunyinya :“Pengadilan mengadili menurut hukum
dengan tidak membeda-bedakan orang. (2) Pengadilan membantu pencari keadilan

dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya

8 https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/02/200000269/peraturan-perundang-undangan-
jenis-dan-hierarkinya, tanggal akses 27/07/2021
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peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pasal 5 ayat (1) Hakim dan
hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan

rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Di samping dasar-dasar pijakan sebagaimana tersebut di atas, ada hadis Rasul SAW,

yang sudah tidak asing lagi bagi kita, peristiwa Muadz bin Jabal tentang ljtihad yaitu:

E

QS @ W @am 1S oS gkl Cal 0B (a3l I3 Eas alas ale Qf Jo b Ugly O
B 555 O 06 (s ale 2 L ) 55 8508 U6 S QIS § 555 ) O 1B el

1 g5 Ugs 355 sl by dasalln 06 ¢35 dgist 106 S play aile 1 Lo 4l Jgls

Artinya: Nabi mengutus Muadz ke Yaman. Maka Nabi bertanya kepadanya:
“Bagaimana kamu akan memutuskan hukum apabila dibawa kepada kamu
sesuatu permasalahan?” Muadz menjawab: “Saya akan memutuskan hukum
berdasarkan kitab Allah” Nabi bertanya lagi: “Sekiranya kamu tidak mendapati
didalam kitab Allah?” Jawab Muaz: “Saya akan memutuskan berdasarkan
Sunnah.” Tanya Nabi lagi: “Sekiranya kamu tidak menemui di dalam Sunnah?”
Muadz menjawab,” Saya akan berijtihad dengan pandanganku. Nabi pun
bersabda: “Segala puji bagi Allah yang telah member taufiq kepada utusan
Rasulullah.” H.R. Abu Daud (3592), Al-Tirmizi (1327)

Ada Kaidah fikih yang berbunyi :

G Ldlg o elgally J 1g>Ylg Aoy dia)Vl s s LgdDS-lg (5 gl i

Artinya: “Perubahan dan perbedaan fatwa hukum berdasarkan perbedaan masa,

tempat, kondisi, kebiasaan (tradisi) dan tujuan atau niat”.’

Bahwa Imam Syafii pernah melakukan pendapat hukum yang berbeda karena ada
perbedaan tempat dan masa, yang populer dengan istilah: “Qaul Qadim” maknanya
pendapat yang dahulu, yakni pada masa di Iraq, lalu muncul “Qaul Jadid” maknanya
pendapat yang baru, yakni pada masa di Mesir. Suatu contoh qaul gadim: “Air bekas
wudlu (musta’mal) seseorang hukumnya suci dan mensucikan, sehingga boleh dipakai

untuk berwudlu lagi”. Kemudian setelah Imam Syafii menemukan dalil yang lebih kuat,

® Al-Qawa’id Al-Fighiyah, Duski Ibrahim, 2019
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bahwa Rasulullah dan para sahabat tidak pernah berwudlu dengan air bekas”.
Pendapat yang gadim direvisi dengan gaul jadidnya, yakni: “Air bekas wudlu
(musta’mal), itu suci bukan najis, namun tidak dapat mensucikan sehingga tidak sah
dipakai untuk berwudlu. Contoh Qaul Qadim yang lain: “Bangkai hewan itu najis,
namun jika kulitnya telah disamak bagian luarnya menjadi suci, seperti pendapat
Imam malik, sehingga jika dipakai shalat bagian luarnya suci sehingga sah shalatnya
dan bagian dalamnya najis sehingga tidak sah shalatnya”. Namun Qaul jadid nya :
“kulit tersebut jika telah disamak baik bagian dalam maupun luar sama-sama suci,

sehingga bisa dipakai sholat, tentu sah sholatnya.®

Menurut pendapat Drs. H. Ruslan Harunar Rasyid, S.H., M.H., dari masa 4
bulan, dirubah menjadi 1 bulan 14 hari saja, idealnya pengumuman | dengan
pengumuman ke Il jangka waktu 14 hari, lalu jarak waktu dengan persidangan perdana

adalah 1 bulan.?

Bahwa ternyata belum terlalu lama ini, MA telah merevisi/merubah

dari ketentuan norma yang lama menjadi yang baru, yaitu antara lain:

Dalam KUHPidana bahwa MA telah menerbitkan Perma No. 02 Tahun 2012,
Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Pada Pasal
1 Kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, 482
KUHP dibaca Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pada Perma No. 1 Tahun 2008 Pasal 13 ayat (3) Proses mediasi berlangsung paling
lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau
ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5)
dan ayat (6). Lalu ayat (4) atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi
dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40
(empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3. Ketentuan tersebut
dirubah dengan Perma No. 1 Tahun 2016, pada Pasal 24 ayat (1) dalam waktu

paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam

10 https://rumahfigih.com/konsultasi-959-qaul-gadim-dan-gaul-jadid.html

11 Majalah Suara Uldilag, 5 September 2004
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Pasal 20 ayat (5), Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak
lain dan Mediator. (2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari

terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.

Pada Perma No. 2 tahun 2015 terhadap gugatan sederhana semula nilai gugatan
materiil maksimal Rp 200.000.000,00 dirubah dengan Perma No. 4 Tahun 2019
maksimal Rp 500.000.000,00 (vide Pasal 3).

Pada Perma No. 3 Tahun 2018, tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik (e-
court), telah diperbarui dengan Perma No. 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara (e-
ecourt) dan e-litigasi, antara lain: Pengguna layanan e-court tidak hanya
oleh  Pengguna terdaftar (Advokat) saja, namun bisa oleh Perorangan, Jaksa
Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/badan hukum (inhouse lawyer), kuasa
insidentil yang ditentukan undang-undang. Dalam Perma yang lama belum diatur
tentang mekanisme persidangan elektronik (e-litigasi), namun pada Perma No. 1
Tahun 2019 sudah diaturnya, hampir seluruh tahapan persidangan bisa dilakukan
secara elektronik asal mendapat persetujuan pihak lawannya, kecuali tahapan
perdamaian khusus perceraian dan pada tahap pembuktian menurut hemat

penulis masih diperlukan kehadiran principal/kuasanya.

Suatu gambaran perjalanan  persidangan perkara yang pihak
Tergugat/Termohon tidak diketahui alamatnya jika pasal tersebut sudah direvisi atau
berdasarkan kepada akumulasi HIR, R.Bg dan RV dari masa 4 bulan bisa menjadi 2 bulan
saja: andai Penggugat/Pemohon daftar perkara tanggal 5 April 2021, panggilan atau
pengumuman pertama untuk Tergugat ataupun Termohon yang ghaib, dapat
dilaksanakan oleh Jurusita pada tanggal 03 Mei 2021 dan pengumuman kedua 17 Mei
2021 lalu sidang perdananya tanggal 07 Juni 2021. Sedangkan jika berpedoman
tenggang 4 bulan sebagaimana pada ketentuan pasal 27 PP. No.9/75, apabila daftar
perkara tanggal 5 April 2021, jangka waktu pemanggilan ke 1 dapat dilakukan pada
tanggal 12 April 2021. Panggilan ke 2 untuk Tergugat/Termohon tanggal 10 Mei 2021
dan sidang perdananya 16 Agustus 2021. Tentu beda lagi jika dirubah menjadi 1 bulan

atau lebih singkat lagi, sehingga tinggal menyesuaikan saja. Di samping itu jumlah
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pengumuman yang semula 2 kali, dapat 3 kali atau 4 kali pengumuman, serta tidak

cukup hanya satu macam mass media.

Sebenarnya sudah maklum, bahwa hakim itu sosok pribadi yang mulia,
sehingga rasanya tidak rela, jika digelari corong undang-undang, karena kebebasan
dan kemandiriannya telah dijamin oleh undang-undang, bahkan diharapkan pula untuk
menggali nilai-nilai dalam masyarakat untuk menemukan hukum (rechtsvinding).
Dalam suatu keadaan tertentu agar dapat menciptakan hukum (Judge Made law) untuk
memberi rasa adil kepada masyarakat. Apabila norma a quo telah terevisi, tentu
merupakan salah satu solusi mengurangi tumpukan perkara dan menjalankan asas
peradilan kita adalah sederhana, cepat dan ringan. Di Pengadilan Agama umumnya
sebagaimana yang pernah penulis ketahui, bahwa rata-rata perkara ghaib kisaran 20%-
30%. Dengan demikian, jika Pengadilan telah menerapkan pemanggilan semula
tenggang waktu 4 bulan, berubah menjadi 2 bulan atau lebih cepat lagi, maka sudah
otomatis dapat mengurangi jumlah perkara yang ada di Pengadilan, sehingga dapat

mempercepat selesainya perkara.
D. Teknis Pemanggilan Perkara Perceraian Ghaib

Teknis terhadap Pemanggilan Perkara perceraian yang pihaknya Ghaib, menurut
pasal 27 PP. No.9/75 Jo Pasal 139 KHI yakni di tempel di Papan Pengumuman
Pengadilan Agama setempat dan diumumkan melalui Radio Daerah setempat
sebanyak dua kali. Biasanya pihak pengaju diharuskan membawa surat keterangan
dari Desa/Kelurahan setempat, yang pokok isinya pihak Tergugat/Termohon sudah
sekian lama tidak diketahui secara jelas dan ditambah diumumkan dalam jadwal
sidang pada Website Pengadilan Agama terkait. Dengan adanya keterkaitan kepala
Desa/Lurah, hal itu sekaligus berfungsi sebagai sarana memperluas jangkauan
pengumuman, sebagaimana amanat pasal 27 (1) di atas, di samping diumumkan lewat
Radio, ditempel di papan pengumuman PA dan Website PA. Tentunya Kepala Desa
setelah tahu masalah tersebut, akan menginformasikan kepada warganya dan

diteruskan kepada masyarakat luas di Desanya, tentang adanya perkara terkait.

Mengapa umumnya Pengadilan Agama memakai mas media yang berupa

Radio, tidak memilih mas media yang lain? Bukankah radio sudah banyak ditinggalkan
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oleh masyarakat? Seharusnya memang diadakan penelitian yang serius, lalu dikaji
secara matang serta didiskusikan yang melibatkan banyak pihak terutama para pucuk
pimpinan, dan para hakim atau pakar hukum yang lainnya. Salah satu alasan media
Radio dipilih, karena dari segi biaya paling murah saat itu dan paling cocok, jika
dibandingkan dengan mas media yang lainnya seperti TV. Koran, majalah. Kini
peradaban sudah banyak berubah, semestinya system hukum pun harus mengikuti
perubahan juga. Andai hasil suatu penelitian pemanggilan ghaib melalui Radio itu,
berkesimpulan “masih banyak berhasil sampai kepada pihak perkara” memakai Radio
tersebut, perlu dipertahankannya. Sedangkan andai berkesimpulan “sedikit yang
berhasil sampai kepada pihak perkara atau justeru tidak ada yang sampai kepada

IH

pihak yang dipanggil”, alangkah baiknya harus beralih kepada mas media lainnya yang
dapat sampai kepada pihak perkara, misalnya sebagaimana terurai di atas, bisa
diumumkan dan di-viralkan di beberapa group WA (whats App) keluarganya dan/atau
berbagai group WA lainnya atau melalui FaceBook atau E-mail serta masih banyak

mass media yang lainnya.

Sebagaimana kita ketahui bersama, jenis media massa paling tidak ada 3
macam, yaitu media cetak (printed media) misalnya koran dan majalah, media
elektronik (electronic media) misalnya radio dan TV dan media internet (cyber
media/online media) seperti antara lain: situs (website), E-mail, facebook, blog,
whatsapp dan lain-lain. Apabila menggunakan media cetak (koran atau majalah) biaya
cukup tinggi, begitu juga menggunakan media elektronik seperti TV lebih tinggi lagi,
lalu hanya Radiolah yang relatif murah, pada gilirannya media internet (cyber
media/online media) lebih murah lagi. Era kini, kelihatannya sudah mengarah ke
media online, meskipun media yang lainnya masih tetap dipakainya, karena hampir
setiap insan di mana keberadaanya kini sudah tidak lepas dengan HP (Handphone)

bersystem android.

Kita telah mempunyai Regulasi terkait Teknologi Elektronik yaitu antara lain:
UU No. 11 tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE), Perma No. 3
Tahun 2018, Jo. Perma No. 1 Tahun 2019, tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Mengenai panggilan bagi pihak perkara

perceraian yang tidak diketahui alamatnya, belum ada ketentuan secara eksplisit dari
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ketiga regulasi elektronik tersebut, dengan demikian harus kembali mempedomani
kepada pasal 27 PP. No. 9 Tahun 1975, Pasal 139 KHI, Pasal 10 RV dan Pasal 122 HIR,
rasanya perlu kita tegaskan lagi bahwa teknik pengumuman tidak cukup satu macam
pengumuman, jadi di samping ditempel di papan pengumuman Pengadilan, harus

diumumkan pada beberapa mas media seperti terurai di atas.

Pada umumnya perkara perceraian yang biasa (non ghaib), tidak sampai 4
bulan sudah mulai sidang, bahkan juga ada yang sudah putus dan BHT (Berkekuatan
Hukum Tetap). Dengan mengingat Pasal Pasal 2 ayat (2) dan Pasal Pasal 5 ayat (1)
UU. No. 48 Tahun 2009 dan saat kini sudah era modern. Dengan paparan di atas
menurut hemat penulis kata kuncinya bukan lamanya, namun kualitasnya (jumlah
pemanggilannya). Maka tenggang yang efektif dan efisien saat ini adalah 1 bulan atau
maksimal 2 bulan, namun pengumumannya minimal 4 kali dan diumumkan pula
minimal 4 pada macam media massa atau media sosial (medsos). Kemungkinan juga,
tenggang pemanggilan perkara perceraian yang ghaib, dapat disamakan dengan teknis
pemanggilan masalah harta benda. Jika mengikuti para senior kita dalam menentukan
tenggang pemanggilan perkara terkait harta benda, biasanya 1 (bulan) ditempel di
Pengumuman Pemda. Namun hendaknya sebagai perubahannya diumumkan di

beberapa mass media yang familiar saat ini.

Seandainya ada suatu kasus, majelis hakim dalam proses bersidang, setelah
memeriksa berita acara relasnya, berbunyi: “yang bersangkutan telah pergi selama 5
tahun lebih dan tidak jelas keberadaannya”. Jika berpedoman kepada pasal 27 PP. No.
9 Tahun 1975, harus ditunda 4 bulan, namun jika berdasar HIR, R.Bg, dan RV, tidak
harus menunda 4 bulan, menurut hemat penulis majelis hakim pemeriksa dapat
menunda kurang dari 4 bulan, misalnya 2 bulan atau 1 bulan namun pengumumannya
harus berkali-kali melalui beberapa Mass Media. Jika kasus itu dalam persidangan
telah dikuatkan oleh 2 orang saksi, tentu tidak bijak jika sosok hakim yang demikian
dinilai unprofessional conduct apalagi sampai dihukumnya. Karena para para praktisi
hukum maupun akademisi hukum, tentu telah faham bahwa hakim kemandiriannya
dijamin oleh Undang-undang dan diberi tugas untuk menggali hukum. Begitu juga,

Pengadilan harus membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala
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hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana,

cepat, dan biaya ringan.

Ada sebagian hakim tidak berani berpendapat dengan pendapat yang
berbeda, atau enggan untuk berijtihad apalagi berkontralegem dengan alasan
daripada dinilai unprofessional conduct kemudian dihukumnya, lebih baik cari yang
aman saja. Lalu hanya mencukupkan mengikuti bunyi pasal-pasal yang ada yang biasa
dipedomani oleh pada umumnya. Dengan demikian rasanya, tidak salah jika sikap
yang demikian itu digelari sebagai corong Undang-undang (La bouche de la loi).'?
Kalau semua pakar hukum tidak ada yang melakukan penggalian-penggalian hukum
dan pemikiran-pemikiran serta terobosan-terobosan hukum, yang tujuannya adalah
menghilangkan hambatan—hambatan system hukum, tentu pembaharuan hukum itu

mabni (jalan di tempat).

Dengan demikian, apabila para pembaca sependapat dengan penulis
sebagaimana paparan di atas, mengenai pembaharuan atau pilihan teknis
pemanggilan perceraian bagi pihaknya yang gaib, crew Pengadilan dapat berpedoman
kepada Pasal 390 HIR, Pasal 718 R.Bg, dan Pasal 10 RV. Namun apabila menghendaki
dasar hukum yang baru yang setara dengan UU yang bukan produk kolonial, maka
harus menunggu revisi terhadap UU. Nomor 1/1971 Tentang Perkawinan, Jo UU.
Nomor 7 Tahun 1989, Jo UU. Nomor 3 tahun 2006, Jo UU. Nomor 50 Tahun 2009

Tentang Peradilan Agama, yang kita kenal sebagai “Lex Specialis” Peradilan Agama.

Di samping hal tersebut, menurut hemat kami ada 3 (tiga) alternatif mengenei

teknis merubah tenggang pemanggilan tersebut, yakni:

1. Alternatif yang paling cepat adalah YM bapak KMA hendaknya agar segera
menerbitkan Perma atau Sema baru (yang menegaskan bahwa crew
Pengadilan diperbolehkan berpedoman kepada Pasal 390 HIR, Pasal 718
R.Bg, dan Pasal 10 RV dalam memanggil secara gaib tidak wajib 4 bulan).

2 http://www. m.hukumonline.com. tanggal akses,21/03/2021
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E.

Karena Perma dan Sema masih wilayah Yudisial kita, lalu diumumkan
kepada publik agar dimaklumi dan dipedomani oleh masyarakat Indonesia.
2. Apabila menginginkan perubahan tersebut dengan PP. mungkin agak lama,
karena PP kewenangan pihak Eksekutif.
3. Apalagi menginginkan perubahan tersebut dengan UU, biasanya lebih lama

lagi, karena UU wewenang pihak Eksekutif bersama Legislatif.

Kesimpulan

Dari uraian-uraian di atas kiranya dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

Masa 4 bulan bukan waktu yang pendek untuk masa kini, semestinya stresingnya
bukan lamanya antara pendaftaran dengan jadwal sidang, namun kualitasnya.
Maka tenggang 4 bulan dirubah cukup menjadi dua (dua) bulan atau 1 (satu) bulan
atau mungkin dapat dipercepat lagi, namun teknik pengumumannya minimal 3
(tiga) kali dan minimal diumumkan pada berbagai media massa (Radio, internet,
WA Group Keluarga, e-mail, atau ditempel di papan pengumuman Pengadilan dan

Pengumuman Pemda/wali kota.

Semestinya UU. No. 1 Tahun 1974, beserta PP tahun 1975 segera ada revisi,
sehingga terkait tenggang pemanggilan pihak yang ghaib sebagaimana pada Pasal
27 PP tahun 1975 tersebut, dapat dipersingkat lagi. Kemungkinan dapat juga
segera diterbitkan Perma atau Sema ataupun apa namanya yang penting kurang
dari 4 bulan. Apabila sudah ada revisi resmi oleh pihak yang berwenang tersebut
yang senang bukan para pihak saja, namun seluruh aparat peradilan tingkat
pertama, juga ikut lega. Teknis pemanggilan perkara perceraian yang ghaib, dapat
berpedoman kepada HIR, R.Bg dan RV karena hirarkinya lebih tinggi dari pada PP,
sebagaimana teknik pemanggilan perkara harta benda. Bahwa HIR, RBg dan RV
ternyata tidak secara ekplisit menentukan harus bertenggang 4 (empat) bulan.
Pemanggilan pihak perkara tentang harta benda biasanya tenggangnya 1 (bulan)
ditempel di Pengumuman kantor kabupaten/wali kota. Namun hendaknya
diumumkan di beberapa mass media yang familiar saat ini dan diumumkan pula

beberapa kali.
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F. Saran-saran

1. Bahwa para Hakim wajib berpedoman kepada Undang-Undang namun bukan
corong undang-undang, maka dipersilakan, berfikir (berijtihad) untuk menentukan
dan memutuskan suatu perkara dengan cepat dan tepat namun yang harus diingat
dalam-dalam bahwa hakim memutus perkara itu : “Demi Keadilan Berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa” bukan: “Demi Yang Lain-lainnya”.

2. Kalau boleh penulis boleh usul, menurut hemat kami alangkah baiknya Bapak KMA
menerbitkan Sema baru terkait pemanngilan gaib, pada pokoknya, teknis
pemanggilan perceraian gaib boleh berpedoman dengan HIR, RBg dan RV yang
tidak mengharuskan tenggang 4 (empat) bulan. Apabila sudah terbit Sema tersebut
yang senang bukan para pihak saja, namun seluruh aparat peradilan tingkat

pertama, yang biasa diprotes kenapa terlalu lama tenggang sidangnya

3. Tentunya masyarakat luas diperbolehkan untuk mengajukan judicial review kepada
MA atau MK sesuai dengan kompentensi masing-masing, apabila menemukan

peraturan hukum yang sekiranya sudah tidak relevan lagi dengan era modern ini.
G. Penutup

Semoga makalah atau artikel yang sederhana ini, ada manfaatnya bagi
perkembangan hukum di Indonesia, dan jika ada kritik dan saran dipersilahkan, serta

apabila ada yang tidak berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya.

17 Agustus 2021

Drs. Suyadi, M.H. : Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Dr. Drs. Siddiki, M.H. : Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram.
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